RABU WAGE, 7 MEI 2025
(9 DULKAIDAH 1958)

OPINI

”KEDAULATAN RAKYAT”
HALAMAN 7

TAJUK RENCANA

Menurunkan Biaya Haji Indonesia

PRESIDEN Prabowo Subianto me-
minta agar biaya haji Indonesia terus
diturunkan, bahkan menargetkan agar
bisa lebih murah daripada Malaysia. la
menyampaikan hal ini saat meres-
mikan Terminal Khusus Haji dan Um-
rah di Bandara Soekarno-Hatta pada
4 Mei 2025. Presiden menekankan
bahwa penurunan biaya sebesar Rp4
juta tahun ini belum cukup dan memin-
ta jajarannya-termasuk Menteri Aga-
ma dan Kepala Badan Penyelenggara
Haji-untuk mencari solusi lebih lanjut.

Presiden menyoroti pentingnya
efisiensi di berbagai komponen seperti
transportasi, akomodasi, dan katering,
serta mendorong diplomasi dengan
pemerintah Arab Saudi agar biaya dan
layanan jemaah bisa lebih baik. la juga
menegaskan komitmen pemerintah
untuk memberikan pelayanan terbaik
dan menurunkan biaya haji serendah
mungkin, dengan harapan Indonesia
bisa menjadi negara dengan biaya ha-
ji paling terjangkau di kawasan, bah-
kan mengalahkan Malaysia.

Memang biaya haji reguler 2025
yang dibayarkan langsung oleh je-
maah Indonesia turun menjadi sekitar
Rp 55,43 juta, dari sebelumnya Rp
56,04 juta di tahun 2024. Total rata-ra-
ta Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji
(BPIH) 2025 adalah Rp 89,41 juta, tu-
run dari Rp 93,41 juta pada tahun se-
belumnya.

Di negeri tetangga, Malaysia, biaya
haji untuk kelompok B40 (pendapatan
40% terbawah) adalah sekitar Rp
38,74 juta dengan subsidi pemerintah
yang sangat besar. Sedangkan
kelompok non-B40 membayar Rp
45,8 juta. Tanpa subsidi, total biaya ha-
ji di Malaysia mencapai Rp 100,87 ju-
ta. Subsidi pemerintah Malaysia lebih
dari 50% dari total biaya, sehingga je-
maah membayar jauh lebih murah di-
bandingkan Indonesia.

Subsidi ini diberikan agar biaya haji
lebih terjangkau dan sesuai dengan
prinsip kemampuan finansial (is-
tithaiah) jemaah. Sistem ini dikem-
bangkan oleh Lembaga Tabung Haji
(LTH) Malaysia yang mengelola dana

dan penyelenggaraan haji secara ter-
padu. Memudahkan pemberian subsi-
di berdasarkan status dan tingkat pen-
dapatan jemaah. Subsidi yang diberi-
kan bisa mencapai lebih dari 50 per-
sen dari total biaya haiji, sehingga je-
maah B40 membayar jauh lebih ren-
dah dibanding biaya sebenarnya.

Secara keseluruhan, masyarakat
menanggapi permintaan Presiden sa-
ngat positif. Masyarakat berharap
bahwa biaya haji bisa semakin murah
tanpa mengorbankan kualitas pela-
yanan,

Selain itu, juga mengapresiasi ren-
cana Presiden membangun kampung
Indonesia di Arab Saudi untuk jemaah
haji dan umrah, juga mendapat perha-
tian positif . Karena diharapkan dapat
meningkatkan kenyamanan sekaligus
efisiensi biaya selama ibadah di Tanah
Suci.

Meski belum ada subsidi langsung
berdasarkan kategori ekonomi seperti
Malaysia, upaya efisiensi dan penge-
lolaan dana haiji yang baik menjadi ke-
bijakan penting untuk membantu
meringankan biaya bagi semua je-
maah, termasuk kelompok ekonomi
bawah. Selain itu sebenarnya, peme-
rintah terus berupaya menurunkan bi-
aya haiji agar lebih terjangkau bagi ma-
syarakat luas.

Salah satunya, Jemaah haji Indo-
nesia mendapat fasilitas pembebasan
bea masuk untuk dua kali pengiriman
barang kiriman dari Arab Saudi de-
ngan nilai maksimal sekitar Rp 24,5 ju-
ta per pengiriman. Ini membantu je-
maah mengirim barang tanpa biaya
bea masuk yang memberatkan, ter-
utama bermanfaat bagi jemaah de-
ngan keterbatasan ekonomi.

Badan Pengelola Keuangan Haji
(BPKH) mengelola dana haj, diharap-
kani secara profesional untuk membe-
rikan manfaat investasi yang dapat
menekan biaya yang harus dibayar je-
maah, sehingga biaya haji lebih ter-
jangkau dan berkelanjutan. Sehingga
lebih banyak umat Islam Indonesia da-
pat menunaikan ibadah haji dengan
lebih mudah dan layak. (***)-d
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Mafia Tanah

BELUM lagi per-
soalan terkait de-
“‘ g --..e ngan masalah

tanah, yakni Tanah
Kas Desa (TKD) di
wilayah DIY seperti

(" - ")
N di wilayah desa
Catur Tunggal

Maguwoharjo atau

di wilayah kapanewon Pakem tersele-
saikan dengan tuntas, kita dikejutkan
lagi dengan adanya kasus tanah
yang menimpa Mbah Tupon di
wilayah Ngentak Bangunjiwo,
Kasihan Bantul dan muncul lagi
kasus terbaru yang dialami
keluarga Endang Kusumawati,
warga padukuhan Tegalrejo RT
04 Kalurahan Tamantirto
Kapanewon Kasihan Bantul,
yang melakukan upaya pemeca-
han sertifikat tanah miliknya,
namun ujung-ujungnya yang
muncul adalah status tanahnya
dimiliki oleh pihak lain. Padahal
yang bersangkutan tidak per-
nah melakukan transaksi jual
beli tanah miliknya.

Memperhatikan kasus yang
terakhir ini, menunjukkan se-
cara nyata bahwa dalam pengu-
rusan sertifikat tanah, yakni
hak milik tanah, masih banyak
terjadi adanya upaya oknum-
oknum tertentu yang melaku-
kan penipuan, guna mengeruk
keuntungan pribadi, yang sangat
merugikan masyarakat. Padahal di
satu sisi pihak pemerintah pusat telah
mendorong sedemikian rupa agar ma-
syarakat yang memiliki tanah dapat
mengurus dan memiliki sertifikat
tanahnya secara jelas.

Sehubungan dengan adanya kasus
penipuan dalam pembuatan sertifikat
tanah ini, kiranya perlu dilakukan
penerapan aturan yang tegas, agar
dalam prosesnya tidak terjadi hal-hal
seperti di atas, yang notabene biasanya
dilakukan oknum tertentu yang justru
paham benar akan segala aturan ter-
kait dengan proses pembuatan serti-
fikat tanah.

Peran Perangkat
Desa/Kalurahan

Selanjutnya terkait dengan proses
pembuatan sertifikat kepemilikan
tanah bagi warga masyarakat di setiap
desa atau kalurahan di mana mereka
berdomisili, perlu ditegaskan adanya

Djati Julitriarsa

para perangkat desa atau kalurahan
yang wajib mendampingi dengan se-
mangat melayani masyarakatnya, de-
ngan dilandasi jiwa pengabdian yang
tulus demi kesejahteraan warganya.
Sehingga tentu saja dalam hal ini para
petugas di kantor tersebut mempunyai
jiwa melayani warganya tanpa mem-

punyai niat untuk mencari keuntung-
an pribadi.

Tentu saja para perangkat atau pa-
mong tersebut dibekali dengan dasar
pengetahuan terkait pertanahan, dan
mereka bekerja di bawah sumpah ja-
batannya yang melekat, sehingga abila
mereka melakukan pelanggaran maka
akan diberi sanksi yang tegas, terma-
suk sampai pemecatan sebagai pa-
mong desa atau kalurahan.

Maka tidak salah kalau dalam hal
ini perlu adanya sosialisasi secara kon-
tinyu yang diberikan oleh desa/kalura-
han yang bersangkutan, bekerja sama
dengan instansi terkait, yakni Badan
Pertanahan kota atau kabupaten, gu-
na memberi penjelasan kepada semua
warga yang berkaitan dengan proses
pensertifikatan tanah hak miliknya,
agar mempunyai status yang jelas.
Tentu saja dalam hal ini perlu dije-
laskan pula berbagai biaya yang seki-
ranya akan muncul dalam proses pem-

buatan sertifikat tanah. Hal ini meng-
ingat sampai sekarang banyak dite-
mukan pembengkakan biaya pembuat-
an sertifikat tanah, yang harus ditang-
gung pemilik tanah, yang sebenarnya
hal tersebut tidak benar.

Hukum Perlu Ditegakkan

Akhirnya tentu saja agar tidak
muncul kembali adanya para mafia
tanah, maka sebagai negara yang
berlandaskan ada hukum, kiranya per-
lu sekali penegakan hukum ter-
kait pertanahan itu sendiri.
Artinya, bila dalam proses pem-
buatan sertifikat tanah terjadi
adanya upaya oknum tertentu
yang melakukan penyimpangan,
maka perlu diterapkan aturan
hukum yang tegas, dengan
menindaknya berdasar hukum
yang berlaku. Bila hal itu di-
lakukan oleh aparat desa atau
kalurahan, maka mereka dapat
saja diberi saksi seperti peme-
catan dari kedudukannya seperti
disebutkan di atas. Dengan cara
seperti ini, diharapkan negara ki-
ta akan benar-benar terhindar
dari mafia tanah. Dan tentu saja
masyarakat akan semakin se-
jahtera kehidupannya, karena
mereka dapat tinggal di suatu ru-
mah yang lokasi tanahnya sangat
jelas statusnya.

Mari kita gaungkan upaya me-
lakukan pemberantasan mafia
tanah yang sangat mengganggu kehi-
dupan masyarakat luas, untuk menuju
ke era Indonesia Emas. (*)-d

*)Drs Djati Julitriarsa MM,

Dosen Purna Tugas LLDikti Wilayah V
Dpk di Sekolah Tinggi Ilmu
Manajemen YKPN Yogyakarta.
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Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terima-
kasih partisipasinya dalam menulis
dan mengirimkan artikel untuk SKH
Kedaulatan Rakyat.
redaksi hanya menerima tulisan lewat
email : opinikr@gmail.com dengan
panjang tulisan antara 535 - 575 kata,
dengan mengisi subjek mengenai isu
yang ditulis serta jangan lupa me-
nampilkan fotocopy identitas dan foto
diri. Terimakasih.

Selanjutnya

’Switch Off’ Media Penyiaran

DALAM beberapa
tahun terakhir, lan-
skap media penyiar-
an di Indonesia
mengalami perge-
seran drastis yang
mengarah pada ke-
\ ‘ munduran, baik se-

: cara kreatif maupun
bisnis. Istilah "switch off”, yang semula
digunakan untuk menandai migrasi
dari siaran analog ke digital, kini terasa
relevan sebagai metafora bagi situasi se-
jumlah media penyiaran yang ”di-
matikan” oleh realitas baru: gelombang
disrupsi digital, lesunya kreativitas kon-
ten, dan krisis finansial yang tak terhin-
darkan.

Fenomena ini terlihat dari banyaknya
perusahaan penyiaran yang mengalami
penurunan performa. Data dari Kemen-
terian Ketenagakerjaan mencatat ada-
nya lonjakan pemutusan hubungan ker-
ja (PHK) dalam industri media, terma-
suk penyiaran, sejak pandemi COVID-
19. Bahkan hingga 2024, tren ini belum
menunjukkan tanda-tanda pemulihan.
Laporan Aliansi Jurnalis Independen
(AJI) menunjukkan, sejak 2020, lebih
dari 600 jurnalis diberhentikan, seba-
gian besar berasal dari media penyiar-
an. Masalah utama yang membelit me-
dia penyiaran adalah stagnasi kreativi-
tas dan ketidakmampuan beradaptasi
dengan pola konsumsi media yang
berubah.

Di era digital, khalayak tidak lagi
bergantung pada televisi untuk menda-
pat informasi atau hiburan. Platform
seperti YouTube, TikTok, dan Instagram
menawarkan konten yang cepat, inter-
aktif, dan berbasis algoritma, sehingga
lebih personal dan relevan bagi penggu-
na. Dalam sebuah studi oleh We Are
Social (2024), tercatat rata-rata masya-
rakat Indonesia menghabiskan lebih
dari 3 jam per hari di media sosial, jauh
lebih banyak dibanding waktu yang di-
gunakan untuk menonton televisi kon-
vensional. Dari sisi bisnis, penurunan
pendapatan iklan menjadi pukulan be-
rat. Menurut laporan Nielsen Adverti-
sing Intelligence Indonesia, belanja ik-
lan di televisi menurun signifikan sejak
2022, sementara iklan digital terus me-
ningkat tajam.

Artinya, pengiklan mulai mengalih-

Hazwan Iskandar Jaya

kan anggaran mereka ke platform yang
menawarkan jangkauan dan efektivitas
lebih tinggi dengan biaya lebih rendah.
Sayangnya, alih-alih berinovasi, banyak
stasiun TV justru memilih jalur aman
dengan menayangkan ulang program
lama atau konten yang sensasional na-
mun miskin nilai edukatif. Kreativitas
ditumpulkan oleh obsesi terhadap rat-
ing, padahal cara mengukurnya pun
mulai diragukan validitasnya di era
multi-screen seperti sekarang. Dalam
hal ini, pendapat praktisi media dan
mantan Ketua KPI, Judhariksawan,
cukup tajam: "Media penyiaran kita ter-
lalu sibuk mengejar pasar, lupa mem-
bentuk selera pasar.”

Namun, apakah ini berarti akhir dari
media penyiaran? Tidak juga. Justru ini-
lah saatnya untuk reboot totalomeng-
hidupkan kembali kreativitas, mende-
sain ulang model bisnis, dan meredefin-
isi peran media penyiaran di era digital.

Ada beberapa langkah strategis yang
bisa ditempuh. Pertama, Konvergensi
Media. Media penyiaran perlu memadu-
kan kekuatan tradisional (/inear broad-
casting) dengan potensi digital. Menye-
diakan konten on-demand melalui ap-
likasi atau platform daring bisa men-
jangkau segmen audiens baru yang
lebih muda dan mobile. Ke-

gi nilai kebangsaan, budaya lokal, dan
etika siaran. Kelima, Revitalisasi Peran
Publik Media. Penyiaran tidak semata
soal hiburan dan rating, tapi juga men-
didik, memberdayakan, dan mencer-
daskan bangsa. Peran ini harus terus
ditegaskan dan dipertegas, agar media
penyiaran tidak kehilangan ruhnya se-
bagai public sphere.

“Media harus menjadi cermin masya-
rakat dan jendela masa depan,” ujar pa-
kar komunikasi Dr. Ade Armando. Bila
cermin itu retak dan jendela tertutup,
masyarakat akan terjebak dalam ruang
gelap yang penuh bias dan kebisingan
informasi.

Kini, industri penyiaran berada di per-
simpangan jalan. Apakah akan terus
larut dalam krisis dan perlahan padam,
atau justru menjadikan masa sulit ini
sebagai momentum kebangkitan baru?
Jawabannya terletak pada keberanian
untuk berubah dan kemauan untuk
mendengar kembali denyut kebutuhan
masyarakat. Senyampang Revisi
Undang-Undang Penyiaran sedang
dikebut untuk ditetapkan semester ke 2
di tahun 2025 ini. Setelah badai hujan,
masih ada harapan pelangi akan
muncul! (*)-d

*)Hazwan Iskandar Jaya,

Ketua Komisi Penyiaran Indonesia
Daerah DIY dan Pengurus Lakpesdam
PWNU DIY.

dua, Penguatan Ekosistem
Kreatif. Kolaborasi dengan
kreator konten independen,
rumah produksi lokal, dan
komunitas kreatif dapat me-
micu lahirnya konten orisinal
yang segar, relevan, dan
membumi. Ketiga, Transfor-
masi Digital Internal. Inves-
tasi pada SDM digital, data
analytics, dan teknologi pro-
duksi berbasis Al harus men-
jadi prioritas. Hal ini akan
membantu media memaha-
mi perilaku audiens dan me-
nyesuaikan konten secara
lebih akurat. Keempat, Regu-
lasi yang Adaptif. Pemerin-
tah dan lembaga penyiaran
perlu menyusun ulang regu-
lasi yang memberi ruang ino-
vasi, namun tetap melindun-
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Ada makanan basi dan berulat di program

- Perlu evaluasi total.

Program belajar Kampus Merdeka diubah
menjadi Kampus Berdampak.

- Mudah-mudahan bukan sekadar ganti
istilah.

Laporkan, jika ada promosi haji tanpa antre.
- Waspada itu perlu.
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